
 
 

QANUN KOTA BANDA ACEH 

NOMOR   3  TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  

DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR 
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, 

kemanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan 
perparkiran di Kota Banda Aceh perlu dilakukan secara 
terencana dan terpadu; 

b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 
daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab; 
c. bahwa guna mengoptimalkan upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, dipungut 

retribusi atas pemakaian tempat dan pelayanan parkir; 
d. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum perlu 
disesuaikan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang 

Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir Di 
Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103; 
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lenbaran Negara Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4444); 
 5. Undang … 

SALINAN 

 



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4633); 
6. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5025); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3247); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta 

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5221); 
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 

2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5468); 
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Rambu lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 
Nomor 514); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 

tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 
1244); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Perparkiran Di Daerah; 
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 

Nomor 03, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3); 
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda 
Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh 
Nomor 11); 
 

 
 

 
 

 Dengan … 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH 
dan 

WALIKOTA BANDA ACEH 
 

MEMUTUSKAN  
 

Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN 
TEMPAT KHUSUS PARKIR.  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Banda Aceh; 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh; 

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh atau 
Dinas lain yang diberi kewenangan mengurusi parkir;  

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu.  

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banda Aceh. 

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

Kendaraan yang berjalan di atas rel. 
9. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak 

bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 
pengemudinya;  

10. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas 

pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus 
disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota tidak 

termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

11. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang 
dan atau badan. 

12. Aplikasi parkir non tunai selanjutnya disebut aplikasi 

adalah Suatu sistem yang menyediakan layanan informasi 
dan transaksi pembayaran parkir.  

13. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian atau parkir 
kendaraan pada lokasi yang ditentukan yang disediakan 

oleh Pemerintah Kota. 
14. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir di garis sempadan 

bangunan (GSB) dan atau di tepi jalan umum yang 

ditentukan oleh Pemerintah Kota. 
 

 
 

 15. Jalan … 



15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang 

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, 
di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas 

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan 
kabel.  

16. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan.  
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.  

18. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus 
disediakan dan/atau dikelola Pemerintah Kota yang 
meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir 

dan/atau  Gedung parkir. 
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan 
atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

 
BAB II 

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

 
Pasal 2 

 
Dengan nama retribusi parkir di tepi jalan umum, dipungut 
retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

 
Pasal 3 

 
Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan 

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh 
Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 

 
 

 Pasal … 



Pasal 4 

 
(1) Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan 

umum. 
(2) Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 
pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

 

Bagian Kedua 
Golongan Retribusi 

 
Pasal 5 

 
Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai 
Retribusi Jasa Umum 

 
Bagian Ketiga 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
 

Pasal 6 
 

Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum 

dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan 
tempat parkir.  

 

Bagian Keempat 
Prinsip dan Sasaran Penetapan  

Tarif Retribusi 
 

Pasal 7 

 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 

besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan 
umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian 
atas pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasional, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian. 
 

Bagian Kelima 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
 

Pasal 8 

 
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi 

jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan 
sebagai berikut: 

 
 
 

 
 a. Tarif … 



 

a. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum di 
tetapkan sebagai berikut: 

1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar 
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir; 

2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000,00 
(dua ribu rupiah) sekali parkir; 

3. Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000,00 (Enam 
ribu rupiah) sekali parkir; 

b. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum pada 

lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut: 
1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar 

Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); 
2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 4.000,00 

(empat ribu rupiah);  
3. Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp. 

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir; 

c. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bulanan 
bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus 

pada tempat yang sama ditetapkan sebagai berikut: 
1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar 

Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per 
kendaraan per bulan; 

2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 90.000,00 

(sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan; 
d. Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidentil (temporer) 

ditetapkan sebagai berikut: 
1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar 

Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) per sekali parkir; 
2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 5.000,00 

(Lima ribu rupiah) per sekali parkir; 

  

BAB III 

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 
 

Bagian Kesatu  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

 

Pasal 9 
 

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir, dipungut 
retribusi atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir. 

 
Pasal 10 

 

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah penyediaan 
pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan, 

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 
 

Pasal 11 

(1) Subjek Retribusi tempat khusus parkir adalah orang 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 
pelayanan tempat khusus parkir. 

 
 

 (2) Wajib … 



(2) Wajib Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi 

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan 
parkir di tempat khusus parkir. 

 
Bagian Kedua 

Golongan Retribusi 
 

Pasal 12 
 

Retribusi pakir di tempat khusus parkir digolongkan sebagai 

Retribusi Jasa Usaha. 
 

Bagian Ketiga 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

 
Pasal 13 

 

Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tempat khusus 
parkir dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang 

menggunakan tempat khusus parkir dan berdasarkan jangka 
waktu lamanya parkir. 

 
Bagian Keempat 

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 
 

Pasal 14 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stuktur dan 
besarnya tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan 
yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan 
jasa tersebut dilaksanakan secara efisien dan berorientasi 

pada harga pasar. 
 

Bagian Kelima 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

 

Pasal 15 

 
Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir 

setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut: 
a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar               

Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) pada jam pertama dan setiap 

jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) 
hingga 4 (empat) jam; 

b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 4.000,00 
(empat ribu rupiah) pada jam pertama dan setiap jam 

berikutnya ditambah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga 
4 (empat) jam; 

  

 
 

 
 

 BAB … 



BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI, TATA CARA  
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN 

 
Bagian Kesatu 

Wilayah Pemungutan 
 

Pasal 16 
 

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi 

tempat khusus parkir dipungut di wilayah tempat pelayanan 
diberikan. 

 
Bagian Kedua 

Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang 
 

Pasal 17 

 
Masa retribusi pelayanan parkir adalah jangka waktu 

penyelenggaraan pelayanan parkir. 
 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemungutan 

 

Pasal 18 
 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh Dinas. 

 
  

Bagian Keempat 

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran 
 

Pasal 19 
 

Seluruh hasil retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
dan retribusi tempat khusus parkir disetor secara bruto ke Kas 
Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 

 

BAB V 
TATA CARA PENAGIHAN 

 
Pasal 20 

 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu 

langganan. 
(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat 

pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
 

 
 (4) Penagihan … 



(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. 
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan 

dengan Peraturan Walikota.  
 

BAB VI 
KEBERATAN 

 
Pasal 21 

 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib 

retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya. 
(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. 

 
Pasal 22 

 
(1) Walikota Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, 

bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan 
oleh Walikota. 

(3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang 

terutang. 
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 
 
 

BAB VII 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  

PEMBEBASAN RETRIBUSI 
 

Pasal 23 
 

(1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat 

memberikan pengurangan, keringanan dengan mengangsur 
dan pembebasan retribusi. 

 
 (2) Pengurangan … 



(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan 
kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi ditetapkan oleh Walikota. 

 
 

BAB VIII 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  

PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
Pasal 24 

 
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. 
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, 

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu 

keputusan, permohonan pengembalian pembayaran 
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan.  
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi 

lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 

melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.  
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.  

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota 

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran Retribusi.  

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Walikota. 
 

BAB IX 
KEDALUWARSA 

 

Pasal 25 
 

(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui 
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 

terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi 
melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh apabila:  
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau 

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik 
langsung maupun tidak langsung. 

 (3) Dalam … 



(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan 
dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah. 
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 

wajib retribusi. 
 

Pasal 26 
 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang 
retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB X 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 
Pasal 27 

 
Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian 
terhadap pelaksanaan penyelenggaran parkir dan pemungutan 

retribusi parkir. 
 

BAB XI 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
 

Pasal 28 
 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah 

dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja 
tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota. 

(3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif, 
diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 BAB … 



BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal 29 
 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban 
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda 
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penerimaan Negara. 
 

BAB XIII 
PENYIDIKAN 

 

Pasal 30 
 

(1) Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 

Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 
(2) Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota 

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi Daerah. 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana 

di bidang Retribusi Daerah. 
d. memeriksa aplikasi, catatan perjalanan, CCTV dan 

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 

Bidang Retribusi Daerah 
e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah.  

 
 

 
 

  g. menyuruh  … 



g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda dan /atau dokumen yang 
dibawa.  

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana Retribusi Daerah. 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Penyidik Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana 
dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-undang Hukum Acara Pidana. 
 

 
BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 31 

 
(1) Pada saat berlakunya qanun ini, dalam waktu paling lama 

2 (dua) tahun, semua lokasi parkir di tepi jalan umum dan 
tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota 
Banda Aceh telah menggunakan sistem non tunai; 

(2) Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum yang belum 
ditetapkan sebagai lokasi parkir non tunai, pemungutan 

retribusi parkir tetap dilakukan secara tunai hingga 
ditetapkan lokasi parkir tersebut sebagai lokasi parkir tepi 

jalan umum secara non tunai; 
(3) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 
 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 32 

 

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kota Banda Aceh 
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan 

Umum, (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 
Nomor 4 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Banda Aceh Nomor 4 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

 
 

 
 

  Pasal … 



Pasal 33 

 
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. 

  
 

  Ditetapkan   di Banda Aceh 

  Pada tanggal    28    April        2021 M 
                   16  Ramadhan   1442 H 

 
    WALIKOTA BANDA ACEH, 

 
    CAP/DTO 

 

   AMINULLAH USMAN 
 

Diundangkan di Banda Aceh 
pada tanggal    28   April         2021 M  

       16 Ramadhan    1442 H 
 
 SEKRETARIS DAERAH KOTA 

 BANDA ACEH, 
 

 CAP/DTO 
 

 AMIRUDDIN 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 3  

 
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH: ( 3 /55/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN  

ATAS  
 

QANUN KOTA BANDA ACEH 
NOMOR  3   TAHUN 2021 

 
TENTANG  

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 
 DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR 

 

I. UMUM 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah mengamanatkan, pengaturan Retribusi Pelayanan Parkir 

Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir diatur dengan Peraturan 
Daerah (Qanun).  

Dalam mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan, khususnya yang berasal 
dari retribusi daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi. Sejalan dengan 

semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian 
pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan 

perekonomian daerah diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
yang hasilnya semakin meningkat pula.  

Bahwa Pelayanan parkir berlangganan dengan menggunakan mesin 

elektronik parkir dan/atau barcode yang disertai dengan peningkatan 
pelayanan parkir, diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengelolaan 

dan pelayanan parkir, sehingga permasalahan-permasalahan klasik seperti 
pendapatan yang lebih kecil dari biaya operasional, banyak petugas parkir 

yang tidak efisien dan permasalahan rawan kebocoran pendapatan dapat 
teratasi. 

Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat 

terhadap Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat 
Khusus Parkir perlu ditetapkan dengan Qanun. 

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas 

 
Pasal 2 

Cukup jelas 
 

Pasal 3 
Cukup jelas 
 

Pasal 4 
Ayat (1)  

 Cukup jelas 
Ayat (2)  

 Cukup jelas 
 

Pasal 5 

Cukup jelas 
 

Pasal 6 
Cukup jelas 

 



 

Pasal 7 
 Ayat (1)  

   Yang dimaksud dengan aspek keadilan adalah aspek suatu individu 
dalam memperoleh pelayanan yang seimbang antara pemberian hak 

dan kewajiban dengan prosedur yg proporsional. 
 Ayat (2) 

   Cukup jelas 
 

Pasal 8 

Cukup Jelas 
 

Pasal 9 
Cukup jelas 

 
Pasal 10 

Cukup jelas 

 
Pasal 11 

Ayat (1)  
 Cukup jelas 

Ayat (2)  
 Cukup jelas 
 

Pasal 12 
Cukup jelas 

 
Pasal 13 

Cukup jelas 
 

Pasal 14 

Ayat (1)  
 Cukup jelas 

Ayat (2)  
 Cukup jelas 

 
Pasal 15 

Cukup jelas 

 
Pasal 16 

Cukup jelas 
 

Pasal 17 
Cukup jelas 
 

Pasal 18 
Ayat (1)  

 Cukup jelas 
Ayat (2)  

 Cukup jelas 
 

Pasal 19 

Cukup jelas 
 

Pasal 20 
Ayat (1)  

 Cukup jelas 



 

Ayat (2)  
 Cukup jelas 

Ayat (3)  
 Cukup jelas 

Ayat (4)  
 Cukup jelas 

Ayat (5)  
 Cukup jelas 
 

Pasal 21 
Ayat (1)  

 Cukup jelas 
Ayat (2)  

 Cukup jelas 
Ayat (3)  
 Cukup jelas 

Ayat (4)  
 Cukup jelas 

 
Pasal 22 

Ayat (1)  
 Cukup jelas 
Ayat (2)  

 Cukup jelas 
Ayat (3)  

 Cukup jelas 
Ayat (4)  

 Cukup jelas 
 

Pasal 23 

Ayat (1)  
 Cukup jelas 

Ayat (2)  
 Cukup jelas 

Ayat (3)  
 Cukup jelas 
 

Pasal 24 
Ayat (1)  

 Cukup jelas 
Ayat (2)  

 Cukup jelas 
Ayat (3)  
 Cukup jelas 

Ayat (4)  
 Cukup jelas 

Ayat (5)  
 Cukup jelas 

Ayat (6)  
 Cukup jelas 
Ayat (7)  

 Cukup jelas 
 

Pasal 25 
Ayat (1)  

 Cukup jelas 



 

Ayat (2)  
 Cukup jelas 

Ayat (3)  
 Cukup jelas 

Ayat (4)  
 Cukup jelas 

Ayat (5)  
 Cukup jelas 
 

Pasal 26 
Ayat (1)  

 Cukup jelas 
Ayat (2)  

 Cukup jelas 
Ayat (3)  
 Cukup jelas 

 
Pasal 27 

Cukup jelas 
 

Pasal 28 
Ayat (1)  
 Cukup jelas 

Ayat (2)  
 Cukup jelas 

Ayat (3)  
 Cukup jelas 

 
Pasal 29 

Ayat (1)  

 Cukup jelas 
Ayat (2)  

 Cukup jelas 
Ayat (3)  

 Cukup jelas 
 

Pasal 30 

Ayat (1)  
 Cukup jelas 

Ayat (2)  
 Cukup jelas 

Ayat (3)  
 Cukup jelas 
Ayat (4)  

 Cukup jelas 
 

Pasal 31 
Ayat (1)  

 Cukup jelas 
Ayat (2)  
 Cukup jelas 

Ayat (3)  
 Cukup jelas 

 
 

 



 

Pasal 32 
 Cukup jelas 

 
Pasal 33 

Cukup jelas 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  KOTA BANDA ACEH NOMOR: 3 
 

 

 


